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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di atas 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

Dalam Pengawasan yang di lakukan Bawaslu Kota Mataram dalam 

Pilkada serentak di masa pandemi covid-19 sudah dilakukan sebagai mana 

mestiny sesuai dengan regulsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 

Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu meski tanpa terdapat 

masalah yang berarti. Dalam hal  penerapan protokol kesehatan yang 

menjadi acuan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di 

Kota Mataram sudah di implementasikan oleh penyelenggara Pilkada 

dalam hal ini pihak KPU Kota Mataram yang menjadi salah satu target 

pengawasan Bawaslu Kota Mataram. Meskipun dalam penyelenggaraan 

masih terdapat berbagai temuan pelanggaran terutama pelanggaran prokes 

yang jadi salah satu pokok pengawasan yang bertambah seriring dengan 

pelaksanaan Pilkada pada kondisi bencana non alam pandemic covid-19 

namun semua sudah dapat di tangani dengan baik oleh Bawaslu dengan 

kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait dalam hal ini gugus tugas 

penanganan pandemi covid-19 Kota Mataram yang menjadi salah 

pendukung utama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Kota Mataram 

Tahun 2020 yang di selenggarakan di masa pandemi. 
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Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu kota Mataram 

melakukan pengawasan penduluan atau streering controls dengan 

melakukan observasi terkait dengan pengawasan yang berhubungan 

dengan penerapan prokes yang menjadi salah satu dari aspek yang di awasi 

dalam Pilkada serentak kota Mataram tahun 2020, dengan mengirim 

beberapa surat kepada stakeholders terkait dalam hal ini gugus tugas 

penanganan covid 19 kota Mataram. Selain itu Bawaslu kota Mataram 

juga meneraplan standar pengawasan yang sering di akronim kan dengan 

SOP yang terkait dengan kelancaran proses pengawasan Pilkada seretak 

kota Mataram berkaitan dengan situasi pandemi covid 19 yang menjadi 

salah satu hal yang akan di awasi dalam Pilkada serentak kota Mataram 

Tahun 2020. Selain itu Bawaslu juga menentukan target yang akan di 

awasi dalam Pilkada serentak kota Mataram tahun 2020 yakni target 

penerapan prokes oleh penyelenggaran dam juga peserta Pilkada dalam hal 

ini tiim pemenangan atau pun tim kampanye dari masing masing paslon. 

Bawaslu kota Mataram juga membuahkan hasil dalam proses pengawasan 

nya yakni beberapa pelanggaran prokes, pelanggaran pemasangan atribut 

kampanye, dan beberapa pelanggaran administratif yang semua nya sudah 

mendapat penindakan sesuai dengan planggaran yang di lakukan. Dari 

semua tahan pengawasan dapat d katakana bahwa proses pengawasan dari 

Bawaslu Kota Mataram berjalan dengan baik sesuai dengan UU No.8 

tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu,serta sesuai dengan 

Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan 
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pelanggaran, dan penyelesaian sengketan Pemiligan, Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam 

kondsi bencana non alam Covid-19. 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat 

memberi saran yakni: 

a. Agar penyelenggaraan Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 dapat 

menjadi pendoman atau tolok ukur dalam penyelenggaraan kedepannya 

sehingga penyelenggaraan nya dapat mengikuti perkembangan situasional yang 

ada. 

b. Agar kedepannya penegakan terkait pelanggaran prokes bisa langsung ditindak 

oleh pihak terkait dengan cara koordinasi yang lebih baik. 

c. Meberikan pemahaman yang yang lebih mendalam tekait prokes yang mencai 

patokan pelaksanaan Pilkada kepada para tim pemenangan paslon dan juga 

kepada masyarakat sebagai pemilih jika terdapat Pilkada yang di selenggarakan 

di masa Pandemi Covid-19 atau pun situasi lainnya yang mengaruskan 

perubahan SOP dalam pengawasan Pilkada. 
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